WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 9

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO

. bahwa pelaksanaan Retribusi Jasa Usaha di Kota

Mojokerto  belum  terlaksana secara  menyeluruh
sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
sehingga potensi pendapatan asli daerah belum dapat
dimanfaatkan secara baik dan maksimal.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, maka perlu mengatur Peraturan Daerah
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah |/ Jawa Barat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-
Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;



10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) ;



13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan = Peraturan
Perundang-Undangan ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerabh;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentanng Pembentukan Produk Hukum Daerabh;

17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2005
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kota Mojokerto;

18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

Menetapkan :

dan

WALIKOTA MOJOKERTO
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha adalah

sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 43 di ubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 43

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif
Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak.



(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian.

(5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 10 Februari 2015
WALIKOTA MOJOKERTO
ttd.

MAS'UD YUNUS
Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 10 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.
MAS AGOES NIRBITO M. W., S.H.. M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19570917 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR :
047-10/2015



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 9
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

A. UMUM

Keberadaan sebuah Peraturan Daerah selain sebagai sebuah regulasi
ditingkat daerah, juga merupakan sebuah hal yang dapat mendorong lajur
pembangunan. Tidak hanya pembangunan dalam hal ekonomi, tetapi juga
pembangunan dalam hal pembangunan Sumber Daya Manusia.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, memberikan kesempatan kepada Daerah untuk
mendapatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi, guna
mengkokohkan posisi daerah agar lebih mandiri. Salah satu bentuk retribusi
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Retribusi
Jasa Usaha. Retribusi ini meliputi retribusi atas Pemakaian Kekayaan
Daerah, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Tempat Pelelangan, Retribusi
Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi
Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga,
Penyeberangan di Air; dan Penjualan Produksi Usaha Daerah. Pemerintah
Kota Mojokerto, sebenarnya telah merespon hal tersebut dengan
mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah.

Namun, pada perjalanannya Peraturan Daerah ini perlu dilakukan
perubahan, agar dapat sesuai dengan kebutuhan daerah khususnya dengan
penetapan tarif, dengan melakukan perubahan tarif pada retribusi jasa
usaha,

B. PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Cukup jelas.
Pasal II

Cukup jelas.



